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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUNTUTAN
PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PERKARA
KONEKSITAS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG

ARIKA NISFAAULIA

ABSTRAK

Perkara koneksitas merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia, di mana kasus-kasus ini melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer.
Penanganan perkara koneksitas memerlukan koordinasi yang efektif antara
berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Oditurat Militer, dan
Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tuntutan
pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan
Negeri Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan
empiris dengan wawancara mendalam kepada Jaksa Penuntut Umum yang terlibat
dalam penanganan perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota
Palembang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun,
terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya sinergi antar
lembaga, perbedaan prosedur hukum antara peradilan umum dan militer, serta
kesulitan dalam pengumpulan bukti yang cukup. Koordinasi yang lemah antara
instansi terkait sering kali memperlambat proses penyelidikan dan penuntutan,
sedangkan perbedaan sistem hukum dapat menciptakan kompleksitas dalam
pemrosesan perkara. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi
antar instansi, penguatan regulasi yang mengatur perkara koneksitas, serta
peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum. Dengan langkah-
langkah tersebut, diharapkan efektivitas penanganan perkara koneksitas dapat
meningkat, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara optimal bagi semua pihak
yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana dan peradilan
koneksitas di Indonesia.

Kata Kunci: Tuntutan Pidana, Jaksa Penuntut Umum, Koneksitas, Kejaksaan
Negeri, Hukum Pidana.
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ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL DEMANDS
BY THE PUBLIC PROSECUTOR (JPU) IN CONNECTION CASES AT THE
DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE OF PALEMBANG CITY

ARIKA NISFA AULIA

ABSTRACT

Connection cases are an important issue in the criminal justice system in Indonesia,
where these cases involve perpetrators from both civilian and military elements.
Handling connection cases requires effective coordination between various law
enforcement agencies, including the Prosecutor’s Office, the Military Audit Office,
and the Police. This study aims to analyze the implementation of criminal charges
by the Public Prosecutor (JPU) in connection cases at the Palembang City District
Attorney's Office. The research method used is an empirical approach with in-depth
interviews with the Public Prosecutors involved in handling the case. The results of
the study indicate that the implementation of criminal charges by the Public
Prosecutor at the Palembang City District Attorney's Office has been carried out in
accordance with applicable legal provisions. However, there are several obstacles
faced, including the lack of synergy between institutions, differences in legal
procedures between general and military courts, and difficulties in collecting
sufficient evidence. Weak coordination between related agencies often slows down
the investigation and prosecution process, while differences in legal systems can
create complexity in case processing. This study recommends improving
coordination between agencies, strengthening regulations governing connection
cases, and increasing the capacity of human resources in the legal field. With these
steps, it is expected that the effectiveness of handling connectivity cases can be
increased, so that justice can be upheld optimally for all parties involved. This
research is expected to contribute to the development of legal science, especially in
the context of criminal law and connectivity justice in Indonesia.

Keywords: Criminal Charges, Public Prosecutor, Connectivity, District Attorney's
Office, Criminal Law.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anggota masyarakat wajib mentaati segala peraturan-peraturan dan
ketentuan-ketentuan, sebagai warga negara tidak dapat bertindak sekehendak
hati, oleh karena itu setiap warga negara harus mengatur perjalanan hidup sehari-
hari menurut garis-garis tertentu, sesuai dengan Kketetapan-ketetapan dan
peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh negara.

Dalam memberikan rasa adil, setiap warga Negara baik itu dari militer
maupun sipil harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang
ada. Hal ini tidak bisa terwujud tanpa adanya aturan yang mengatur dan yang
menjalankan hukum di lingkungan militer dalam hal ini sistem Hukum Peradilan
Militer di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer. Dalam bidang penuntutan dan Pelaksanaan putusan
hakim tidak dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan pada umumnya, tetapi
dilakukan oleh Lembaga Oditurat Militer.'

Koneksitas merupakan tindakan pidana oleh masyarakat sipil dilakukan

bersama-sama anggota militer, artinya sipil tersebut sepatutnya berhak diadili
pada pengadilan umum, dan anggota militer diadili di Pengadilan Militer®

Keterlibatan penanganan perkara di Pengadilan Militer pada
penyelesaiannya menyertakan kejaksaan tinggi menimbang kejaksaan
merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang pada bagian
penuntutan sesuai pengaturan yang berlaku. Perkara koneksitas terdapat
penyertaan baik tururt serta. Kaidah yang mengatur terpaut dengan penanganan
perkara koneksitas telah diatur dalam pengaturan tentang peradilan militer dan
(Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) KUHAP.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana”,
koneksitas berasal dari bahasa latin yaitur Connexio yang dapat diartikan tindak
pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan urmurm

! Moch. Faisal Salam, 2017, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju,
Bandung, him 223

> 1bid., him 225

3 Putu Nadya Prabandari, | Nyoman Gede Sugiartha dan | Made Minggu Widyantara,
Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas,
Jurnal Analogi Hukum, 4 (2) (2022), him 182-186,2022



terhadap mereka yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam

lingkungan peradilan urmurm dan militer kecuali jika kerugian yang ditimbulkan

oleh deLik tersebut terletak pada kepentingan militer maka diadili oleh peradilan
militer.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-
undang darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam
Lingkungan Peradilan Ketentaraan™ sebagai Undang-Undang Federal. Pasal 4
yang menyatakan: Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang
termasuk golongan yang dimaksud dalam Pasal 3 sub a, b dan ¢ bersama-sama
dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh suatur pengadilan
dalam lingkungan peradilan urmurm kecuali jikalau menurut penetapan Menteri
Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh
suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Konsep awal dibentuknya ketentuan mengenai peradilan koneksitas ini
ditujukan agar:

1. Proses pemeriksaan lebih mudah dan lancar.

2. Perkara dapat diselesaikan dengan waktu, biaya dan tenaga se-efektif
mungkin.

3. Dapat mengungkapkan secara lebih tepat tentang fakta yang sebenarnya
(dalam rangka memperoleh kebenaran materiel).

4. Pertimbangan hakim lebih objektif dan komprehensif (mencakup seluruh
aspek objek dan subjek tindak pidana) sehingga hakim dapat menjatuhkan
putusan seadil- adilnya. Jelasnya peradilan koneksitas secara konseptual
diperlukan guna menunjang asas hulkum acara pidana yang berlaku di
Indonesia yakni peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.’

Proses perkara Pengadilan Militer khususnya perkara koneksitas menuntut

Orditur dan Jaksa mempunyai tugas sama, akan tetapi tidak memiliki koordinasi
teknis yang mempunyai hubungan keterlibatan pada subyek hukum perkara
koneksitas apabila tidak melewati interelasi akan membawa dampak disparatis
penanganan perkara.’

Mengutip dari jurnal milik Rokilah yang berjudul “The role of the
regulations in Indonesia state system”, peraturan perundang-undangan menjadi
sangat penting, terutama dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional,
sebab segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa,
maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Artinya,
segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah
dan tertulis. Secara esensial peraturan perundang-undangan fungsinya adalah

* Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana, Gramedia, Jakarta, him 62

> Wisnubroto dan Widiartana, 2016, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya
Bakti, Bandung, him 74.

® Faisal, S. M., Op.Cit., him 1



mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam
masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain
peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam
rangka pelayanan kemasyarakatan apapun bentuknya, apakah pemetaan,
pengesahan, pencabutan, dan perubahan.’

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: Kejaksaan Republik
Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini diseburt kejaksaan, adalah
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang
penuntutan.

Kalaesar Anna dalam jurnalnya yang berjudul “Kewenangan jaksa agung
muda bidang pidana militer dalam penuntutan tindak pidana koneksitas”
menerangkan bahwa selain tugas dan kewenangan Jaksa sebagai penuntut
urmurm Jaksa juga berperan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum,
selain itu Jaksa dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik diluar maupun
di dalam pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara
perdata dan tata usaha negara. Ditambah lagi Kejaksaan Republik Indonesia
jugaberperan sebagai penyidik dalam beberapa tindak pidana khusus sebagai
mana yang diatur di dalam Undang-Undang. Penuntutan merupakan salah satu
hal terpenting dalam suatu proses penegakan hukum. Adanya proses penuntutan
yang menjadi bagian dari peradilan pidana diharapkan dapat menciptakan
ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta pencegahan dan penindakan
setelah dilakukannya suatutindak pidana. Sebab, inti kelembagaan dari sistem
pemerintahan berdasarkan supremasi hukum, tidak hanya terletak pada
peradilan indepeinden yang kuat tetapi juga penuntutan yang efektif
berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia
dalam administrasi peradilan.®

Tindak pidana itur sendiri secara umum merupakan perwujudan dari
perbuatan disertai sikap batin tertentu yang memenuhi rumusan dari suatu
undang-undang yang dilakukan oleh subjek hukum. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana melindungi kepentingan umum bagi setiap individu, sedangkan
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer melindungi kepentingan militer
bagi subjek hukum militer. Akan tetapi ketika subjek hukum militer melanggar
kepentinganumum maka terjadi perkara koneksitas.’

Mengutip berita dari artikel Tempo.com, salah satui contoh perkara
konseksitas, dimana korban yang diculik dan dianiaya bersama Imam Masykur,
dihadirkan dalam sidang terhadap satu anggota Paspampres dan dua oknum TNI
di Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur, saksi memberikan kesaksiannya

" Rokilah, The Role of the Regulations in Indonesia State System, AJUDIKASI : Jurnal
IImu Hukum, Volume 4 nomor 1, Juni 2020. HIm 29-38

¥ Kelaesar Anna Hasanah Lapae et al. Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana
Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas, Journal of Lex Generalis, Vol. 3, No. 9,
2022., him. 1506-1521

? Kelaesar Anna Hasanah Lapae et al. Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana
Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas, Journal of Lex Generalis, Vol. 3, No. 9,
2022., him. 1507


https://www.tempo.co/tag/imam-masykur

perihal kronologi penculikan dan penganiayaan yang menimpa dia dan Imam
Masykur. Selain Khaidar, Oditur Militer juga menghadirkan 3 saksi, termasuk
ibu Imam Masykur. Sebagai saksi utama, Khaidar membeberkan kronologi
penganiayaan yang menewaskan Imam Masykur di dalam mobil para
penculik.'”

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) meindukung peradilan koneksitas

untuk 3 (tiga) oknum prajurit TNI yang menewaskan pria bernama Imam
Masykur, dan menyatakan mendukung jika peradilan koneksitas digelar untuk
kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan berujung maut tersebut. Serta
mendukung agar ketiga pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya."'

Contoh perkara koneksitas kasus korupsi lain yang terjadi tururt serta
melibatkan pihak militer dan pihak sipil ialah perkara korupsi kasus pengadaan
Helikopter AW 101. Dalam perkara korupsi ini telah ditemukan kerugian negara
sekitar Rp.224 Miliar dari nilai proyek pembelian Helikopter AW 101 sebesar
Rp.738 Miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Militer TNI
(Pom TNI) menetapkan 6 orang tersangka masing-masing 1 orang sipil dan 5
lainnya anggota TNI yang dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Helikopter AW 101 adalah Helikopter yang mulanya dibeli oleh TNI Angkatan
Udara (AU) untuk kebutuhan kendaraan VVIP yang akan digunakan oleh
Presiden. Kronologis pengadaannya bermula pada tanggal 29 Juli 2016 TNI AUr
melakukan teken kontrak kerjasama pengadaan Helikopter AW 101 senilai
Rp.738 Miliar dengan PT. Diratama Jaya Mandiri (sebagai pemenang tender),
tanggal 14 September 2016 Panglima TNI pada saat itu menyurati Kepala
Staff Angkatan Udara (KASAU). KASAU pada saat itur untulk membatalkan
pengadaan karena Presiden menilai harga Helikopter AW 101 kemahalan
sehingga menolak uintuk dijadikan kendaraan VVIP, namun lantaran sudah
terikat kontrak kerjasama dengan PT. Diratama Jaya Mandiri maka pengadaan
tetap dilakukan. Tanggal 29 Deisember 2016 Panglima TNI berdasarkan arahan
presiden membuat surat perintah awal investigasi, pada awal bulan Februari
2017 Panglima TNI menerima hasil investigasi, kemudian Panglima TNI
memutuskan untuk bekerjasama dengan Polri, BPK, PPATK dan KPK untuk
investigasi lanjutan. Hasil investigasi/penyelidikan gabungan TNI dan KPK

1 https://WWW.tempo.co/ hukum/kronologi-penganiayaan-dan-pembunuhan-imam-
masykur-oleh-anggota-papampers-dan-tni-125481, diakses tanggal 13 november2024.

' https://news.detik.com/berita/d-6914362/ksad-dukung-peradilan- koneksitas-untuk-
3-oknum-tni-tewaskan-imam-masykur


http://www.tempo.co/

menetapkan para tersangka baik militer dan sipil yaitu masing- masing 1 orang
sipil dan 5 lainnya anggota TNI."?

Armunanto dalam jurnalnya yang berjudul “Lembaga penyidik dalam
sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia” menjelaskan bahwa penanganan
kasus koneksitas pelanggaran yang serta merta dikerjakan bersama-sama oleh
subyek hulkuim yang tercatat di peradilan bersama dan dilmil diadili pada
peradilan urmurm terkecuali terdapat ketetapan Menteri Pertahanan dan
Keamanan dengan kesepakatan Menteri Kehakiman, mengenai kasus tersebut
perluradanya pemeriksaan dan diputuskan oleh dilmil. Kemudian penyidikan
perkara yang tertera dilaksanakan dengan dibentuk tim gabungan tetap yang
terdiri ataspenyidik, polisi militer dan Otmil sesuai dengan tugas dan hukum
yang berfungsidalam melakukan penyidikan perkara pidana."

Berdasarkan latar belakang tersebut,maka penulis tertarik untuk

membahas skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Perkara Koneksitas di

Kejaksaan Negeri Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan
yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam
perkara koneksitas di kejaksaan Negeri Kota Palembang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara

koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang?

'2 Nur Indah Fatmawati, Panglima TNI Beberkan Kronologi Terbongkarnya Kasus Heli
AW 101, Detiknews, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-3512299/panglima-tni-
beberkan-kronologi-terbongkarnya-kasus-heli-aw-101, pada tanggal 12 oktober 2018 pukul
21.00 WIB

3 Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan
Pidana Terpadu Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16 No.1- Maret 2019,27-41


https://news.detik.com/berita/d-3512299/panglima-tni-beberkan-kronologi-terbongkarnya-kasus-heli-aw-101
https://news.detik.com/berita/d-3512299/panglima-tni-beberkan-kronologi-terbongkarnya-kasus-heli-aw-101

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari materi yang
sebenarnya, maka penulis hanya membatasi pembahasan pada proses
pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tuntutan
pidana oleh Jaksa Penuntut Urmurm (JPU) dalam peradilan Koneksitas di

wilayah hulkum Kota Palembang.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian :

a. Menganalisis secara yuridis pelaksanaan tuntutan pidana oleh jaksa
penuntut umum (JPU) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri
Kota Palembang.

b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh JPU dalam
menangani perkara koneksitas, baik dari segi prosedural, substansial,
maupun koordinasi antara yurisdiksi sipil dan militer.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana
dan peradilan koneksitas di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat
menjadi referensi akademik untuk studi lebih lanjut mengenai peran JPU
dalam menangani perkara koneksitas.

b. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi
praktis bagi jaksa penuntut umum (JPU) dan para praktisi hukum

lainnya dalam menangani perkara koneksitas. Dengan mengidentifikasi



kendala-kendala yang ada, penelitian ini juga bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntutan pidana di Pengadilan
Negeri, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan ranah hukum

sipil dan militer.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk memberikan
kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh
karena itu, berikut ini akan dijelaskan secara rinci makna dan batasan
operasional dari konsep-konsep yang relevan dengan juduil skripsi:

I Tinjauan yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang
masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-
komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan
data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan
usaha untulkk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data
sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki
arti."*

2. Tuntutan Pidana adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara pidana kel pengadilan negeri yang berwenang. Penuntut umum
adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan

penuntutan.

'* Kamus Hukum Online Indonesia. Tinjauan Yuridis. Kamus Hukum. Diakes 20
Desember 2024, dari https://kamushukum.web.id/search/yuridis

'> Kamus Hukum Online Indonesia. 10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli
Hukum. Diakses 20 Desember 2024, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-
hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-It6524ee8b44187


https://kamushukum.web.id/search/yuridis
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187

Jaksa Penuntut Urmurm adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

hakim (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana).

Peradilan Koneksitas adalah dari Bahasa latin yakni “Connexio” yang

bermakna bahwa suiatur perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh

masyarakat sipil dengan anggota militer yang diperiksa dalam ranah

peradilan urmurm terkecuali apabila kerugian yang timbul dalam tindakan

pidana tersebut menonjol kepada kepentingan militer maka diadili oleh

peradilan militer.'®

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah menelaah berbagai studi sebelumnya, penulis menemukan

sejumlah penelitian yang memiliki kaitan dengan studi ini. Meskipun terdapat

kesamaan dalam topik bahasan, penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang

signifikan dibandingkan dengan studi-studi terdahulu. Berikut adalah beberapa

penelitian sebelumnya yang relevan:

No

Nama dan Judul

Permasalahan

Hasil Penelitian

Purtur Nadya
Prabandari, | Nyoman
Gerder Sugiartha dan |
Made Minggu
Widyantara, Peranan
Jaksa Agung Muda
Bagian Pidana Militer

dalam  Penanganan
Perkara Koneksitas,
Jurnal Analogi

Implementasi

fungsi oditur sebagai
Penuntut Umum di
Lingkungan Peradilan
Militer pada
penerapan teknis dan
aturan

penuntutan kepada
Jaksa Agung selaku
Penuntut Umum

Eksistensi dan Peran
Jaksa Agung Muda
Bidang Pidana Militer
(JAMPIDMIL) dalam
Tugas dan fungsi nya
dalam Peradilan Militer,
serta menjelaskan
Eksistensi dan pergeseran
Kewenangan mengadili
dalam Pengadilan

' Andi Hamzah, Op.Cit., him 1




Hukum, 4 (2) (2022),
182-186, Universitas
Warmadewa,
Denpasar-Bali,
Indonesia

tertinggi. Sedangkan
Oditur Jendral
menurut tata
susunan berposisi di
bawah Jaksa Agung

koneksitas. Penelitian ini
merupakan penelitian
yuridis normatif, yaitu
penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka
atau data sekunder
belaka. Pendekatan yang
digunakan dalam
penelitian ini adalah
pendekatan peraturan-

undangan yaitu
pendekatan yang
dilakukan dengan
menelaah

semua

peraturan peraturan-
undangan dan peraturan
yang terkait dengan isu

hukum yang  sedang
dibahas (diteliti) dan
pendekatan kasus.

Pembentukan dari
JAMPIDMIL sendiri
diharapkan akan

mewujudkan hubungan
fungsional antara Jaksa
dengan Oditur selaku
Penuntut Umum pada
Perkara militer dimana
nantinya Jaksa Agung
akan memiliki tugas
untuk membantu pada
Perkara Tindak Pidana
militer. JAMPIDMIL
memiliki  wewenang
untuk berperkara di
pengadilan umum terkait
anggota  militer  yang
diduga melakukan tindak
pidana umum. Dimana
nantinya Jaksa Agung
akan mempunyai tugas
untuk membantu pada
Perkara Tindak Pidana
militer. Pengaturan
tersebut merupakan
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pelaksanaan prinsip
singlel prosecution
system, yang berarti tidak
ada lembaga lain yang
berhak melakukan
pemanggilan kecuali

di bawah kendali Jaksa
Agung sebagai
pemanggilan  umum
tertinggi Negara

Yusnita Mawarni
Airlangga University,
Indonesia, Penetapan
Tersangka pada Peradilan
Koneksitas dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi,
Lentera Hukum, Volume
5 Issue 2 (2018), pp. 227-
246, diakses tanggal 22
Oktober 2024

apakah dalam suatu
perkara tindak pidana
korupsi yang
melibatkan pelaku yang
masuk ruang lingkup
peradilan umum dan
peradilan militer harus
diperiksa secara
koneksitas.  Kedua,
apakah implikasi yuridis
penetapan tersangka
dalam perkara tindak
pidana korupsi yang
melibatkan pelaku yang
masuk ruang lingkup
peradilan umum dan
peradilan militer tanpa
melalui mekanisme
koneksitas

Peraturan koneksitas di
dalam peraturan
perundang-undangan
yang berlakuidi Indonesia
yang salah satu
prosedurnya adalah
dibentuknya tim tetap
dalam penanganan
perkara. Termasuk
prosedur  penanganan
perkara tindak pidana
korupsi yang dilakukan
bersama-sama oleh
mereka yang tunduk pada
peradilan  uMum

dan peradilan
militer. Dalam suatu

perkara  tindak
pidana  korupsi  yang
melibatkan pelaku yang
masuk ruang lingkup
peradilan  uMum

dan peradilan

militer tidak
harus diperiksa melalui
mekanisme pemeriksaan
koneksitas karena dapat
diperiksamelaluimekanis

mer splitsing.  Adapun
Implikasi yuridis
penetapan tersangka

tanpa melalui mekanisme
koneksitas adalah tetap
sah sebab dalam hal dapat
atau tidaknyaseseorang
ditetapkan menjadi
seorang tersangka adalah

berdasarkan ditemukanya
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bukti permulaan yang
cukup. Di dalam Pasal 42
UrUr KPK,salah  satu
kewenangan KPK adalah
mengkoordinasikan serta
mengendalikan
penanganan perkara
koneksitas, sehingga
KPK dapat berkoordinasi
dengan penyidik dari
militer  saja  tanpa
membentuk tim tetap.
Faktanya, perkara yang
diperiksa melalui
mekanisme koneksitas
sebagaimana yang diatur
di dalam peraturan
perundang-undangan
dirasa memiliki beberapa
kekurangan antara lain
membutuhkan waktu
yang lama sehingga
dirasa mengabaikan asas
peradilan sederhana,
cepat dan biaya ringan.
Sehingga dalam hal ini
penyidik lebih memilih
pemeriksaan secara
splitsing padahal
mekanisme koneksitas
merupakan mekanisme
yang dapat menjadikan
perkara tersebut proses
penangannya menjadi
satu rangkaian
pemeriksaan koneksitas
yang urturh yang dapat
mewujudkan keadilan
bagi pelaku yang berbeda
wilayah peradilannya.

Kadek Wijana, | Made
Sepud dan Anak
Agung Sagung Laksmi
Dewi, Peradilan
Tindak Pidana

Menganalisis
pemeriksaan tindak
pidana korupsi yang
dilakukan oleh
Anggota Militer dan

Militer adalah orang yang
dididik,  dilatih  dan
dipersiapkan untuk
bertempur. Warga Negara
Indonesia yang dilantik
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Korupsi Bagi Anggota
MiliterJurnal Analogi
Hukum, Volume 2,
Nomor 3, 2020.

kewenangan
mengadili

tindak

pidana korupsi

terhadap
Militer

Anggota

menjadi Militer dalam
melaksanakan tugasnya
selain taat kepada nilai
pancasila, sapta marga
dan  sumpah prajurit
dituntut untuk selalu taat
dan patuh pada semua
peraturan-peraturan
perundangan

yang berlaku khusus bagi
Anggota Militer.Anggota
Militer yang terbukti
melakukan pelanggaran
hukum

termasuk tindak pidana
korupsi harus ditindak
sesuai ketentuan hukum
yang berlaku. Adapun
rumuisan masalah
(1)Bagaimanakah
pemeriksaan  Tindak
Pidana Korupsi yang
dilakukan oleh Anggota
Militer?

() Bagaimanakah
kewenangan mengadili
Tindak Pidana Korupsi

terhadap Anggota
Militer?

Penelitian ini
mempergunakan metode
normatif, pendekatan
secara perundang-

undangan, pendekatan
konseptual, bahan

hukum primer, bahan
hukum sekunder, bahan
hukum tersier, studi

dokumen, studi
kepustakaan, studi
internet

serta analisis interpretasi
hukum dan analisis
deskriptif. Proses
pemeriksaan pada
pengadilan militer
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sebenarnya sama dengan
peradilan umum, tetapi
sebutan untuk penyidik
dan penuntut umumnya
berbeda. Dalam
menemukan  peradilan
mana Yyang digunakan
untuk menangani perkara
koneksitas, dapat dilihat
dari  kerugian  yang
diakibatkan dari
perbuatan pidana
tersebut. Hakim dalam
menjatuhkan hukuman
kepada

anggota militer yang
melakukan tindak pidana
korupsi harus sama
dengan pelaku pada
pengadilan tindak pidana
korupsi

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris, penelitian

empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat

serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-

peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. '’

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primeyaitu mencakup data yang diperoleh atau dikumpulkan di lapangan

oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Dan data sekunder yang berasal

dari bahan-bahan hukum sebagai data yang diperoleh dari kepustakaan.

7 Ansems, L., & Bos, K. (2022). Empirical research on law and society Advanced

Introduction to Empirical Legal Research.
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Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a) Sumber Data Primer
Dilakukan wawancara mendalam dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
yang terlibat dalam penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan
Negeri Kota Palembang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali
pengalaman langsung JPU mengenai pelaksanaan tuntutan pidana,
kendala teknis maupun vyuridis yang dihadapi, serta mekanisme
koordinasi antara JPU dan Oditur Militer.

b) Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk
dokumen atau literatur yang relevan dengan penelitian.

c) Sumber Data Tersier
Sumber data tersier adalah jenis sumber informasi yang tidak
menyajikan data langsung dari hasil penelitian atau pengamatan,
melainkan berupa daftar atau indeks yang merujuk pada sumber-
sumber primer dan sekunder. Sumber ini berfungsi sebagai alat bantu
untuk menemukan referensi yang relevan dalam suatu topik penelitian.
Sumber data tersier meliputi ensiklopedia, bibliografi, indeks, katalog

perpustakaan, dan database ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan

data yaitu pertama melalui studi Lapangan (Field Research). Melalui

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.
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Dalam wawancara terlebih dahulur disiapkan daftar pertanyaan sebagai
pedoman dalam melakukan wawancara.
Kedua melalui studi Kepustakaan yaitu dengan cara menelaah

mempelajari dan mengutip dari berbagai sumber literatur.

4. Analisis Data
Teknis analisis data dalam penelitian ini, adalah analisis deskriptif

kualitatif, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian
dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata- kata, gambar-gambar dan
bukan angka. Data-data teirselburt dapat diperolehdari hasil wawancara,
catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo

dan dokumentasi lainnya.

H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini terstruktur dalam empat bab utama yang dibagi
lagi menjadi beberapa sub-bab yang saling berkaitan, memberikan penjelasan
mendalam mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan penelitian.
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tuntutan Pidana

1. Landasan Hukum
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2. Pengertian Tuntutan Pidana

3. Tahapan Penyusunan Surat Tuntutan
B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

2. Peranan Jaksa Penuntut Umum

3. Tuhas Pokok dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum
C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Konseksitas

1. Pengertian Koneksitas

2. Tentang Perkara Koneksitas

BAB 111 : PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Urmurm
(JPU) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota
Palembang
B. kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penunturt
Umum (JPU) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan
Negeri Kota Palembang
BAB IV : PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan ataur keiseluruhan
pembahasan dan beberapa saran dari penulis untuk mengatasi
permasalahan yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
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